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ABSTRAK

Pendidikan lingkungan hidup berkembang bagian dari upaya memberikan
kemampuan kepada masyarakat untuk dapat menemukan solusi atas berbagai
permasalahan lingkungan. Namun penyelenggaraan PLH di Indonesia terindikasi masih
belum efektif melihat betapa masih banyaknya anggota masyarakat yang berperilaku
negatif terhadap lingkungan, meskipun PLH telah diselenggarakan secara lebih luas dan
didukung kebijakan nasional maupun daerah, sehingga diperlukan kurikulum PLH yang
mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku pada peserta didiknya. Pengembangan
kurikulum PLH dapat mengambil manfaat dari keteladanan para positive environmental
deviants. Tulisan ini membahas mengenai kemungkinan dan tantangan penggunaan konsep
tersebut untuk pengembangan PLH.

Kata kunci: pendidikan lingkungan hidup/konservasi, positive environmental deviants,
teladan

ABSTRACT

Environmental education (EE) is developed as part of the effort to provide citizens
with the capability to solve environmental problems. However, the high number of people
still carrying out activities adversely impacting the environment indicated the
ineffectiveness of EE implementation in Indonesia, though EE has been widely
implemented and supported by national policy and local regulation. Such a condition
signifies the need to develop an EE curriculum that can encourage behavioural change and
the adoption of more environmentally responsible behaviour by its learners. Curriculum
development could take advantage of the role model from positive environmental deviants.
This paper discusses the possibility of and challenges in using the concept of positive
environmental deviance in developing EE.

Keywords: agency, environmental/conservation education, role
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Pendahuluan

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) berkembang sebagai bagian dari upaya
memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat menemukan solusi atas
berbagai permasalahan lingkungan. Perkembangan PLH di Indonesia tidak terlepas
dari tiga peristiwa dunia, yaitu:

(1) Konferensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Lingkungan Manusia di
Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm.
Rekomendasi nomor 96 dalam deklarasi tersebut mencantumkan PLH sebagai
salah satu cara untuk menangani permasalahan lingkungan global (United
Nations, 1972).

(2) Lokakarya Pendidikan Lingkungan Hidup Internasional di Belgrade,
Yugoslavia pada tahun 1975 yang menghasilkan Piagam Belgrade. Piagam
tersebut mengajukan kerangka kerja PLH dengan tujuan untuk
‘mengembangkan populasi dunia yang sadar akan dan memiliki keprihatinan
terhadap lingkungan dan berbagai permasalahan terkait, dan yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara
individu maupun bersama untuk mencari solusi permasalahan saat ini dan
mencegah timbulnya permasalahan baru’ (UNESCO and UNEP, 1976, p.76).

(3) Konferensi Antarpemerintah Pertama tentang Pendidikan Lingkungan Hidup
di Thilisi, Georgia pada tahun 1977 yang menghasilkan Deklarasi Tbilisi.
Deklarasi tersebut menguraikan kerangka kerja, pedoman dan prinsip PLH
yang telah direvisi (UNESCO & UNEP, 1978).

Hingga saat ini, PLH telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti
Pendidikan konservasi dan Pendidikan untuk Pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan PLH di Indonesia menekankan pelaksanaan PLH pada ketiga jalur
pendidikan yang diakui dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu jalur
pendidikan formal di sekolah, serta jalur pendidikan non-formal dan informal di
luar sekolah. Kebijakan ini diikuti oleh pengembangan berbagai program PLH oleh
daerah, seperti di Jawa Barat dengan peraturan gubernurnya yang menguatkan
pelaksanaan PLH di sekolah dan pengembangan kurikulum PLH dan dan
penyusunan buku pendukungnya di Papua Barat, serta berbagai kegiatan PLH yang
dilakukan berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Sayangnya,



PLH yang telah dilaksanakan seolah tidak efektif, melihat masih sangat banyak
anggota masyarakat yang memperlakukan lingkungan dengan cara yang
memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Namun di sisi lain, bermunculan pula
individu-individu yang berperilaku berbeda, menyimpang dari kebiasaan yang
berlaku di masyarakatnya, namun memberikan pengaruh positif terhadap
lingkungan. Sebagai contoh, para individu penerima penghargaan Kalpataru
maupun mereka yang belum menerima penghargaan Kalpataru yang telah
menunjukkan komitmen untuk memperbaiki lingkungan dengan melakukan
berbagai aksi, seperti pembersihan lingkungan di darat maupun perairan dari
sampah, penanaman area pesisir dengan bakau, pelestarian buah-buahan lokal, dan
pelestarian tumbuhan obat tradisional, selama bertahun-tahun.

Para penyimpang positif yang disebut sebagai positive deviant (PD) atau
dalam kaitannya dengan perbaikan lingkungan dapat disebut sebagai positive
environmental deviant (PED) tersebut dapat menjadi teladan bagi anggota
masyarakat lainnya untuk ikut berkomitmen dalam kegiatan-kegiatan perbaikan
lingkungan. Kegiatan mereka yang menyimpang secara positif disebut sebagai
positive deviance. Istilah positive deviance mengacu pada perilaku tidak biasa, yang
berbeda dari perilaku anggota masyarakat lainnya, yang menyimpang dari norma
yang berlaku di masyarakat tersebut, namun memberikan manfaat positif bagi
masyarakat.

Para ilmuwan dalam bidang kesehatan dan gizi serta bidang kajian organisasi
telah sering menggunakan konsep positive deviance (Lavine, 2012). Dadich,
Collier, Hodgins, & Crawford (2018) menggunakan positive deviance dalam
pengelolaan perawatan kesehatan, sedangkan Feng dan Bruhn (2016), Gabbay et
al. (2013), dan Hendryx et al. (2017) menggunakannya dalam bidang kesehatan dan
nutrisi. Beberapa ilmuwan lain seperti Abalo (2018) dan Marsh, Schroeder,
Dearden, Sternin, dan Sternin (2004), telah memperkenalkan pendekatan positive
deviance sebagal sebuah metode untuk merubah perilaku orang. Abalo (2018),
misalnya, mengusulkan penggunaan pendekatan positive deviance untuk merubah
perilaku untuk meningkatkan praktik sanitasi di Kampala City, Uganda, mengingat
adanya rumah tangga di pemukiman kumuh di kota tersebut yang mempraktikkan

sanitasi yang baik di rumahnya sehingga bisa menjadi teladan/role model bagi



anggota masyarakat lain di pemukiman tersebut yang umumnya tidak
mempraktikkan sanitasi yang baik di rumah mereka. Marsh et al. (2004)
menceritakan keberhasilan penggunaan pendekatan positive deviance dalam
meningkatkan kesehatan anak di Vietnham dan Mesir.

Selam itu, terdapat pula beberapa kajian mengenai penggunaan positive
deviance dalam pendidikan, yang mencakup kajian oleh Zaidi, Jaffery, & Moin
(2010) dan Hill (2017). Zaidi et al. (2010) menggunakan pendekatan positive
deviance untuk meningkatkan kinerja mahasiswa kedokteran di Pakistan,
sedangkan Hill (2017) menggunakannya untuk menemukan sekolah-sekolah yang
memiliki capaian siswa yang lebih tinggi diantara sekolah-sekolah lainnya di
Alaska. Meskipun Hill (2017) tidak dapat menemukan positive deviants di sekolah-
sekolah tersebut, namun Zaidi et a/. (2010) mengamati adanya peningkatan yang
cukup besar dalam keterampilan klinis dan sikap mahasiswa yang terlibat dalam
intervensi positive deviance. Dengan demikian, ada peluang untuk menerapkan
konsep positive deviance dalam PLH yang bertujuan untuk merubah perilaku
menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Esai in1 menyajikan kajian
pustaka, khususnya terkait positive deviance, untuk membahas kemungkinan
menggunakan para PED sebagai teladan/role model untuk pengembangan PLH di
Indonesia yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan dan komitmen
peserta didiknya untuk ikut serta dalam mencari penyelesaian atas permasalahan

lingkungan.

Konsep Positive Deviance

Konsep positive deviance berkembang sebagai perluasan dari konsep
deviance, yang didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial
(Gibbs, 1981:; Johnson, 2000; Palmisano, 2001; Craighead & Nemeroff, 2004; Jary
& Jary, 2006) atau perilaku yang berbeda dari yang dilakukan oleh anggota
masyarakat lainnya, yang umumnya diatur oleh norma yang berlaku di masyarakat
tersebut. Gibbs (1981, p. 4) mendefinisikan norma sebagai ‘suatu kepercayaan
bersama dalam sebuah unit sosial mengenai perilaku yang harus dilakukan’.

Dengan kata lain, norma mengandung serangkaian standar yang dijadikani



pegangan oleh suatu masyarakat tertentu, yang mengatur perilaku atau tindakan
mereka. Berbeda dengan aturan formal, norma biasanya tidak tertulis.

Pada awalnya, deviance digunakan dalam bidang Sosiologi untuk
menggambarkan perilaku negatif (Spreitzer & Sonenshein, 2003). Sebagian besar
penelitian awal tentang deviance fokus pada aspek negatifnya (Spreitzer &
Sonenshein, 2003; 2004). Deviance tidak diinginkan oleh masyarakat karena
dampak negatifnya. Contohnya perilaku criminal atau perilaku membahayakan
lainnya yang ditolak oleh masyarakat (Spreitzer & Sonenshein, 2003; Herington &
van de Fliert, 2018). Raybeck (1988) menyebutkan bahwa masyarakat memberikan
label pada individu sebagai deviant (seorang penyimpang) ketika mereka tidak lagi
memiliki cara untuk melindungi unit sosialnya dari individu yang ‘secara aktif
mengancam kesejahteraan orang lain (pencuri dan pembunuh)’ (p. 393) dan
mengaburkan batasan antara hard deviants dan soft deviants (pengemis, penjudi).
Spreitzer dan Sonenshein (2003) menyatakan bahwa orang yang menunjukkan
perilaku menyimpang melakukannya dengan sebuah niatan dan tindakannya harus
lebih dari perilaku minor untuk sekadar menarik perhatian orang lain. Namun
demikian, perilaku menyimpang bisa saja terjadi pada orang-orang yang telah
mempelajari ataupun mereka yang tidak familiar dengan norma dan nilai yang
berlaku pada suatu masyarakat tertentu (DeLamater, 1968). Mengacu pada
pendapat DeLamater tersebut, asumsi bahwa para penyimpang memiliki
pemahaman mengenai norma masyarakat yang dominan bisa menyesatkan. Karena
itu, niat yang disebutkan oleh Spreitzer and Sonenshein semestinya dimaknai
sebagai niatan untuk bertindak, dengan atau tanpa mengetahui apakah niatan
tersebut melanggar norma atau tidak.

Berangkat dari konsepsi awal perilaku menyimpang, Spreitzer dan
Sonenshein (2003) memperluas konsep tersebut mencakup positive deviance
(penyimpangan positif) dan menawarkan definisi awal positive deviance
menggunakan pendekatan normatif. Mereka mendefinisikannya sebagai “perilaku
disengaja (intentional) yang menyimpang dengan cara terhormat (honourable
ways) dari norma suatu kelompok’™ (p. 209). Mereka menggunakan istilah
‘honourable ways’ untuk menggambarkan istilah positif. Definisi tersebut

memberikan batasan bahwa perilaku harus disengaja/intentional dan dipandang



sebagai hal yang terhormat/honourable oleh anggota masyarakat lainnya, dan
karenanya harus jelas agar orang lain dapat melihat dan membuat penilaian atas
perilaku tersebut. Dengan demikian, positive deviance harus didasarkan pada bukti
yang dapat diamati. Norma digunakan sebagai kriteria untuk membuat penilaian
apakah suatu perilaku menyimpang atau tidak (Spreitzer & Sonenshein, 2004).
Karena itu, sangat penting untuk memperjelas norma yang digunakan terlebih
dahulu (Lavine, 2012). Namun demikian, Lavine (2012) berpendapat bahwa
perilaku positive deviance tidak selalu intentional/disengaja, namun bisa juga
terjadi ‘secara tidak sengaja atau dimotivasi oleh insting untuk bertahan hidup atau
melindungi diri’ (p.13). Perkembangan gerakan keadilan lingkungan oleh para
wanita yang dijelaskan dalam kajian oleh Verchick (1996) dapat menggambarkan
insting bertahan hidup atau melindungi diri sebagai motivasi dari perilaku positive
deviance. Dia menjelaskan bahwa ‘para aktivis didorong oleh rasa kebutuhan untuk
melindungi hidup dan hubungan personalnya’ (Verchick, 1996, p. 88). Dengan
alasan tersebut, maka perilaku penyimpangan positif bisa dilihat sebagai hal yang
terhormat oleh orang lain namun juga bisa sebaliknya.

Perilaku menyimpang, baik positif maupun negatif, dipengaruhi oleh
berbagai factor. Faktor psikologis (DeLamater, 1968; Spreitzer & Sonenshein,
2003) dan kontekstual (Spreitzer & Sonenshein, 2003) dapat berpengaruh dalam
mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Spreitzer dan Sonenshein (2003)
mengajukan lima faktor psikologis vyang dapat mendorong terjadinya
penyimpangan positif, yaitu ‘rasa kebermaknaan, fokus pada orang lain,
determinasi dir1, efikasi dir1 dan keberanian’. Mereka juga menyampaikan bahwa
‘transformational leadership dan context of crisis’ juga dapat membantu dalam
membentuk penyimpangan positif. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai
berikut:

1. Rasa kebermaknaan (sense of meaning): saat suatu perilaku tertentu memiliki
makna untuk individu, maka hal tersebut dapat memberi mereka suatu alasan
untuk mengambil resiko bagi diriya dengan menunjukkan perilaku yang
melanggar norma masyarakat di tempatnya tinggal. Rasa kebermaknaan
memberikan seorang individu motivasi intrinsik yang mungkin bertahan lebih

lama daripada motivasi eksternal.



2. Fokus pada orang lain berarti bahwa individu tersebut mempertimbangkan
perspektif dan kebutuhan orang lain. Empati, yang didefinisikan dalam kamus
daring Oxford English Dictionary (2014) sebagai ‘kemampuan untuk
memahami dan menghargai perasaan, pengalaman dan sebagainya dari orang
lain” dapat berkontribusi dalam membuat seseorang menempatkan orang lain
dalam pertimbangan mereka.

3. Determinasi dir1 bermakna bahwa orang melihat dirt mereka memiliki kendali
atas nasibnya, dan bahwa mereka memiliki kebebasan dalam hidup dan
kebebasan untuk memilih.

4. Efikasi dir1 berkaitan dengan kepercayaan diri. Merasa berhasil bermakna
bahwa individu memandang diri mereka memiliki kompetensi untuk mencapai
tujuan mereka. Rasa tersebut memotivasi mereka untuk menetapkan tujuan
yang ambisius, memperkuat komitmen mereka untuk mencapai tujuan,
membantu mereka berpikir dengan cara yang berbeda, yang pada akhirnya
mendorong mereka untuk berperilaku menyimpang secara positif.

5. Keberanian didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai
keadaan berani, yaitu keadaan saat seseorang memiliki hati yang mantap dan
kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan
sebagainya. Individu perlu memiliki keberanian untuk dapat mencapai sesuatu
yang berbeda dari orang lain. Keberanian memberikan dorongan bagi individu
untuk mengambil resiko menjadi berbeda dan keluar dari zona amannya.

6. Transformational leadership: Para pemimpin transformasional memiliki
keberanian untuk menghadapi resiko dari tindakan tidak biasa yang mereka
lakukan dengan menantang aturan dan arahan.

7. Context of crisis/konteks krisis: Krisis, yang timbul dari ancaman serius
terhadap individu dan/atau organisasi, dapat meringankan pembatas yang
ditimbulkan oleh aturan dan prosedur, sehingga mendorong terjadinya perilaku
menyimpang.

Kajian yang dilakukan oleh Williamson telah mendemonstrasikan bahwa
terlepas dari konteks krisis yang berada di luar cakupan studinya, para pemimpin
dengan penyimpangan positif menghargai rasa kebermaknaan, fokus pada orang

lain, determinasi dir1, efikasi dir1, dan keberanian (Williamson, 2016). Dalam kaitan



dengan efikasi diri, Eden (1993) menyampaikan bahwa individu yang percaya
bahwa perilaku positifnya terhadap lingkungan memiliki kekuatan untuk
memengaruhi lingkungannya, akan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar
terhadap lingkungan. Namun demikian, pendapatan yang terbatas memberikan
hambatan bagi individu dan kelompok dalam mengubah tanggung jawab
lingkungannya menjadi perilaku pro-lingkungan dalam konteks yang spesifik,
terutama dalam masa perekonomian yang buruk (Eden, 1993). Selama masa
perekonomian yang buruk, orang mungkin lebih memilih untuk mengalokasikan
pendapatannya untuk hal-hal selain biaya untuk menerapkan perilaku yang
bertanggung jawab terhadap lingkungan. Persepsi budaya tertentu mungkin
menempatkan perilaku pro-lingkungan sebagai hal yang eksentrik dan konyol,
sehingga anggota masyarakatnya tidak ingin menempatkan diri dalam posisi
tersebut dengan melibatkan dir1 mereka dalam perilaku pro-lingkungan tersebut
(Eden, 1993). Kajian Nagel (2005) menunjukkan bahwa paparan terhadap masalah
lingkungan yang sangat merusak pada usia muda, saat anak-anak tidak memiliki
keterampilan kritis dan analisis yang memadai untuk memahami informasi yang
diterimanya, menumbuhkan rasa ketidakberdayaan (sense of hopelessness) dan
mengarahkan mereka untuk membentuk apati terhadap kemampuannya untuk
melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Rasa tidak berdaya (learned
hopelessness) dan apati i1 dapat menghalangi terbentuknya perilaku pro-
lingkungan. Rasa ketidak berdayaan ini juga dapat dialami oleh individu dewasa
yang merasa tidak mampu bertindak karena masalah lingkungan dirasa terlalu besar
dan karena adanya kekuasaan dan modal besar yang bertentangan dengan upaya
perbaikan lingkungan tersebut.

Penilaian resiko dan resiko yang dirasakan seseorang juga dapat berkontribusi
dalam mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku bertanggungjawab
terhadap lingkungannya. Orang akan berpaling pada logika budaya dan pengalaman
sosialnya di masa lalu saat mereka menduga bahwa suatu penilaian resiko yang
diberikan oleh suatu Perusahaan atau organisasi atau Lembaga pemerintahan
tertentu tidak penting atau tidak benar (Fischer, 2005). Verchick (1996)
menjelaskan kondisi serupa dalam hasil kajiannya. Ia mengungkapkan bahwa lelaki

kulit putih memiliki persepsi bahwa bahaya mempunyai resiko yang lebih rendah



dan dapat diterima daripada resiko yang dilihat oleh perempuan kulit putih ataupun
lelaki dan perempuan non-kulit putith. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
perlindungan lingkungan yang dikembangkan berdasarkan penilaian resiko yang
dilakukan oleh lelaki kulit putih bias dan tidak menguntungkan perempuan kulit
putih serta lelaki dan perempuan non-kulit putih (Verchick, 1996). Pandangan
terhadap resiko yang lebih tinggi diantara perempuan kulit putih serta perempuan
dan lelaki non-kulit putih berkontribusi pada pertumbuhan pergerakan akar rumput
untuk memperjuangkan keadilan lingkungan. Resiko yang dirasakan individu juga
memengaruhi keputusan individu untuk melibatkan diri dalam perilaku yang lebih
bertanggung jawab, seperti pertanian organik (Toma & Mathijs, 2007) dan tindakan
hemat energi (Poortinga, Steg, & Vlek, 2002). Kedua kajian tersebut menunjukkan
bahwa orang-orang dengan persepsi resiko lebih rendah terhadap suatu situasi

cenderung berpaling dari perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Penggunaan positive deviance

Konsep positive deviance pertama kali digunakan dalam bidang kesehatan
dan gizi (Lavine, 2012) dan digunakan secara luas dalam penclitian mengenai
kelangsungan hidup anak (Marsh ef a/., 2004). Dalam bidang kesehatan dan gizi,
para penyimpang positif mengacu pada mereka yang telah mencapai kesehatan
yang luar biasa diantara orang lainnya yang memiliki sumberdaya yang sama.
Dalam kajian organisasi/manajemen, penyimpang positif terkait dengan mereka
yang pencapaiannya lebih tinggi dengan melakukan hal yang berbeda dari orang
lain, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dari seharusnya atau memberikan
perhatian lebih pada kebutuhan pegawai.

Pendekatan positive deviance adalah suatu proses yang membantu
masyarakat untuk belajar dari perilaku positif anggota masyarakatnya dan
merangkul perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya (Lavine, 2012).
Perubahan perilaku tersebut diharapkan dapat berkelanjutan karena perilaku
tersebut sudah ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat lokal yang
menghadapi resiko yang sama dan memiliki sumberdaya yang sama dengan
anggota masyarakat lainnya (Marsh er al., 2004). Karena itu, perilaku positif harus
dapat dicapai karena dapat diikuti oleh anggota masyarakat lainnya.



Marsh et al. (2004) menggunakan pendekatan positive deviance dalam
program gizi anak di Mesir, dan telah terbukti berhasil dalam meningkatkan
kesehatan anak. Kajian in1 dilakukan dalam masyarakat miskin yang anak-anaknya
mengalami ketidakcukupan gizi. Berlawanan dengan praktik yang umum dilakukan
pada masyarakat tersebut, ada orangtua yang memiliki anak-anak dengan gizi baik
karena mereka memberi makan anak mereka dengan makanan yang mencakup
telur, biji-bijian dan sayuran hijau. Mengacu pada keluarga-keluarga tersebut,
Marsh er al. (2004) mengembangkan suatu program yang memungkinkan para
orangtua dengan anak bergizi buruk untuk mengikuti perilaku gizi dan perilaku
lainnya seperti mencuci tangan dan menyiapkan makanan secara higienis.
Pendekatan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan anak. Pendekatan positive
deviance juga telah mampu mengidentifikasi tempat-tempat dengan luaran
kesehatan yang baik yang dapat digunakan sebagai model untuk menemukan cara
paling efektif untuk mencapai tujua dalam suatu kondisi yang tidak menguntungkan
(Hendryx et al., 2017), misalnya untuk meningkatkan perawatan diabetes pada
suatu fasilitas kesehatan (Gabbay et al., 2013).

Penggunaan konsep positive deviance semakin meluas dalam bidang di Iuar
kesehatan dan gizi (Marsh er al., 2004). Telah ada beberapa kajian mengenai
penggunaan positive deviants dalam kaitannya dengan lingkungan dan pendidikan.
Dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, Hoffman dan Haigh (2012)
menyampaikan bahwa positive deviance dapat digunakan untuk mencapai dunia
yang berkelanjutan, dengan ‘semakin bertambahnya jumlah individu dan organisasi
yang telah memulai untuk mengubah gaya hidup dan model bisnisnya untuk
menerapkan visi keberlanjutannya’ (p. 5). Individu dengan perilaku penyimpanan
yang positif dapat berperan sebagai teladan/role model bagi orang lain untuk
mempelajari dan mengadopsi perilaku serupa untuk mencapai duania yang
berkelanjutan. Dalam konservasi lingkungan, istilah “bright spots’ (Cinner et al.,
2016) dan ‘exceptional responders’ (Post & Geldmann, 2018) memberikan konsep
serupa dengan positive deviants. Bright spots dan exceptional responders keduanya
didefinisikan sebagai ‘pencilan/outliers’ positif, yang bekerja untuk memperbaiki
ekosistem (Cinner et al., 2016) atau yang memberikan respons lebih baik terhadap

kondisi tertentu (Post & Geldmann, 2018). Konsep bright spots mengacu pada
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ekosistem terumbu karang, sedangkan konsep exceptional responders mengacu
pada non-manusia dan manusia. Namun demikian, dengan mengidentifikasi bright
spots atau exceptional responders diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor
yang memengaruhi, yang lebih lanjut dapat membantu mendesain tindakan untuk
mengkonservasi alam.

Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa pendekatan positive deviance
dapat membantu dalam pendidikan. Kwitonda dan Singhal (2018) berpendapat
bahwa mengintegrasikan pendekatan positive deviance ke dalam kurikulum dapat
meningkatkan pencapaian hasil belajar dalam komunikasi. Lebih lanjut keduanya
menjelaskan bahwa ‘pedagogi seputar pendekatan PD dapat menciptakan kondisi
bagi pembelajar untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai cara operasi
kognisi, dan memberikan hasil pembelajaran global seperti penerapan pengetahuan,
penghargaan terhadap keragaman budaya, pentingnya mengambil perspektif
tertentu, dan efikasi diri dalam memulai perubahan sosial dan perilaku lintas
budaya’(Kwitonda & Singhal, 2018, p. 1). Contoh lainnya berasal dari pendidikan
tentang keamanan pangan: sebuah modul diskusi yang dikembangkan dari hasil
diskusi dengan perempuan hamil dengan diabetes yang memiliki penyimpangan
perilaku positif dapat menyediakan alternatif potensial dalam mendidik orang
mengenai keamanan pangan (Feng & Bruhn, 2016). Mahasiswa yang terlibat dalam
praktik penyimpangan positif di perguruan tinggi kedokteran di Pakistan
menunjukkan adanya peningkatan kinerja (Zaidi er al., 2010).

Bagaimana PLH dapat mengambil manfaat dari posifive deviance

Herrington dan van de Fliert (2018) percaya bahwa ‘positive deviance dalam
teori dan praktik dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami hakikat
perubahan sosial dan mengatasi banyak permasalahan sosial rumit yang dihadapi
masyarakat di abad duapuluh satu’. PLH berupaya merubah perilaku orang menjadi
perilaku yang lebih ramah lingkungan (atau pro-lingkungan). PLH melibatkan
perubahan sosial, karena masalah lingkungan merupakan tanggung jawab
masyarakat, tidak hanya individu atau organisasi tertentu.

Mempelajari para individu dengan penyimpangan positif dalam perilaku

terkait lingkungan (positive environmental deviants) atau individu yang memiliki
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perilaku pro-lingkungan dapat membantu mengungkapkan faktor-faktor yang
memengaruhi atau membuat individu tersebut melibatkan diri dalam kegiatan yang
menyimpang secara positif. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat digunakan
untuk mengembangkan lingkungan belajar yang dapat memotivasi peserta didik
untuk mengadopsi perilaku positif tersebut dan lebih lanjut menciptakan lebih
banyak positive environmental deviants. Pendekatan positive deviance bermanfaat
untuk mencapal tujuan tersebut. Marsh er al. (2004) menyampaikan bahwa
pendekatan positive deviance dilakukan dengan cara:

1) menentukan kasus;

2) mengidentifikasi anggota masyarakat yang menunjukkan capaian yang lebih
baik meskipun mengalami resiko dan memiliki sumberdaya yang sama dengan
anggota masyarakat lainnya;

3) menemukan perilaku yang memberikan hasil yang baik tersebut;

4) memastikan bahwa perilaku tersebut berbeda dengan praktik pada umumnya
dan bahwa perilaku tersebut dapat ditiru oleh anggota masyarakat lainnya;

5) mendesain kegiatan untuk mendorong adopsi perilaku baru tersebut dan
dengan demikian mendorong terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat
lebih luas.

Pendekatan semacam itu dapat dipandang sebagai suatu action research yang
melibatkan  identifikasi  faktor yang  berpengaruh, desain  aktivitas,
implementasinya, dan kemudian evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut. Selain
mengidentifikasi perilaku atau praktik yang umum dilakukan, untuk dapat
menentukan bahwa suatu perilaku menyimpang diperlukan pula identifikasi
terhadap pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan penyimpangan
terhadap praktik tersebut dan menerapkan sanksi terhadap para penyimpang. Selain
itu, identifikasi sumber gagasan para PED tersebut untuk berperilaku positif akan
membantu dalam pengembangan PLH.

Penelitian akan selalu melibatkan pertanyaan mengenai metodologi.
Mengacu pada Marsh et al. (2004), baik wawancara maupun observasi diperlukan
dalam melakukan penelitian positive deviance. Triangulasi penting, dan karenanya
wawancara dengan infoman kunci, dokumen pendukung dan observasi langsung

dibutuhkan (Rose & McCullough, 2017). Namun demikian, triangulasi juga dapat
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dicapai dengan memperoleh sudut pandang berbeda, seperti misalnya dari individu
pada level manajemen atau tanggung jawab berbeda dalam suatu organisasi, atau
individu dengan status sosial berbeda di masyarakat. Rose dan McCullough (2017)
juga menyarankan penggunaan mixed methods (dengan pendekatan kualitatif
sebagai bagian yang dominan) dan melibatkan responden dari berbagai posisi dan
tanggung jawab berbeda. Penentuan kelompok sasaran dan jumlah responden yang

perlu diwawancara sangat tergantung pada konteks penelitian.

Tantangan dalam menggunakan Kkonsep positive deviance dalam
pengembangan PLH

Pendekatan positive deviance dapat membantu dalam mengembangkan PLH
yang lebih baik. Namun demikian, penerapan konsep positive deviance tersebut
dalam PLH tidak terlepas dari berbagai tantangan. Setidaknya ada tiga tantangan
dalam menerapkan konsep tersebut, yaitu menentukan norma dan menentukan
pihak yang memiliki kuasa untuk menetapkan dan menegakkan norma dan
memberikan atribusi penyimpangan, menentukan kelompok yang memberikan
label positif, serta memperluas praktik pro-lingkungan individu menjadi Gerakan
lingkungan yang lebih besar.

Pertama, dalam menggunakan konsep tersebut perlu ditentukan norma yang
digunakan sebagai standar dalam mengevaluasi apakah suatu perilaku menyimpang
atau tidak, dan kelompok/masyarakat mana yang memegang norma tersebut. Suatu
perilaku dapat dipandang positif oleh suatu kelompok namun dipandang sebaliknya
oleh kelompok lamnya. Konservasi orangutan, gajah dan berbagai hidupan liar
lainnya memberikan contoh yang baik untuk hal ini. Dari sudut pandang pegiat
lingkungan, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan konservasi satwa tersebut
dipandang memiliki perilaku yang positif, sedangkan dari sudut pandang orang-
orang yang memperoleh dampak negatif dari keberadaan satwa tersebut, tindakan
tersebut dapat dilihat sebagai hal yang negatif. Jadi, norma yang mana dan dari
kelompok yang mana yang harus digunakan dalam menentukan penyimpangan
positif? Dalam kaitannya dengan lingkungan, tentunya perilaku tersebut perlu
memiliki nilai positif terhadap lingkungan. Karenanya, dalam menentukan hal yang

positif terhadap lingkungan, ekplorasi terhadap perspektif konservasi, etika

13



lingkungan dan hak alam perlu dilakukan. Namun demikian, perlu dilihat juga
bahwa perilaku yang dinilai sebagai hal yang menyimpang terhadap norma yang
berlaku pada suatu kelompok masyarakat bukanlah perilaku yang umum dilakukan
di masyarakat tersebut. Dengan demikian, positive environmental deviance dapat
dilihat sebagai hal yang positif baik dari perspektif lingkungan maupun masyarakat,
atau positif dar1 perspektif lingkungan namun negatif dari perspektif masyarakat,
terutama pada masyarakat dengan kepentingan yang bertentangan antara
lingkungan dan kebutuhan anggota masyarakatnya.

Kedua, konsep positive deviance fokus pada individu. Dalam konteks
lingkungan, perubahan dari perilaku yang kurang ramah lingkungan menjadi lebih
ramah lingkungan mungkin lebih sulit dicapai daripada dalam bidang gizi dan
kesehatan, karena dampaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang dan
manfaatnya mungkin tidak dapat langsung dirasakan secara nyata bagi mereka yang
terlibat dalam perubahan perilaku tersebut. Masa tunggu yang lama seperti itu bisa
membuat orang frustasi dan berkecil hati untuk mempertahankan perilaku ramah
lingkungannya yang baru tersebut, terutama karena perilaku tersebut dipandang
aneh oleh kebanyakan anggota masyarakat lainnya. Eden (1993) telah
menunjukkan bahwa persepsi budaya semacam itu berperan sebagai pembatas atau
penghambat dalam menciptakan perilaku pro-lingkungan yang konsisten.
Mempertimbangkan kajian Eden, perubahan budaya diinginkan untuk mengubah
tindakan pro-lingkungan individu menjadi aksi kolektif. Diharapkan bahwa
‘semakin banyak orang berperilaku bertanggung jawab akan mendorong semakin
bantak orang untuk melihat perilaku tersebut sebagai suatu arus utama atau hal yang
umum dan ikut serta di dalamnya’ (Eden, 1993, p. 1755). Hal ini berarti bahwa
perilaku tersebut telah membentuk norma yang baru dan tidak lagi dipandang
sebagai suatu penyimpangan. Namun demikian, realitasnya tidak sesederhana itu.

Betul bahwa individu PED dapat memberikan suatu contoh, menjadi
teladan/role model bagi orang lain untuk mengikutinya. Namun demikian, orang
perlu difasilitasi untuk bergabung dalam gerakan yang tidak umum di
masyarakatnya. Media, politik, dan peraturan perundangan bisa menjadi jawaban
dalam membuat perilaku pro-lingkungan menjadi hal yang umum di masyarakat

luas. Mengubah suatu isu menjadi isu politik dapat menarik publik (Hird,
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Lougheed, Rowe, & Kuyvenhoven, 2014), sedangkan aturan legal dapat
memaksakan perubahan perilaku pada berbagai kelompok berbeda (Eden, 1993).
Namun demikian, penegakan hukum harus sejalan dengan pertimbangan ekonomi,
sehingga dapat mengurangi beban bagi anggota masyarakat dengan pendapatan
yang lebih rendah. Melibatkan tokoh agama berpengaruh dalam pendidikan
konservasi telah terbukti efektif dalam kegiatan konservasi jangka pendek dan
panjang di Western Karakorum, Pakistan, karena membantu masyarakat untuk
memperoleh perasaan bahwa pengetahuan mereka berharga sehingga dapat
memberikan keberdayaan bagi mereka (Sheikh, 2006). PLH yang dipadukan
dengan ajaran agama juga dapat menjadi alternatif dalam mengubah rasa tanggung
jawab lingkungan (environmentalism) individu menjadi rasa tanggung jawab
lingkungan kolektif, terutama saat kompetensi religius merupakan hal yang
dominan dalam kurikulum (Parker, 2017). Meskipun situasinya beragam, nilai-nilai
agama dapat memengaruhi penilaian mengenai ancaman terhadap lingkungan, dan
karenanya dapat membentuk kepedulian dalam kaitannya dengan nilai lingkungan

tersebut (Biel & Nilsson, 2005).

Kesimpulan

Pendekatan positive deviance telah terbukti berguna dalam mengubah
perilaku masyarakat. Karenanya, pengembangan kurikulum PLH dapat mengambil
manfaat dari pendekatan ini1. Pengembangan kurikulum diharapkan menjadi norma
baru yang akan menjadi norma umum, sehingga di masa mendatang perilaku
tersebut tidak lagi dipandang menjadi suatu hal yang menyimpang. Namun
demikian, metode yang paling sesuai untuk mengembangkan positive deviance
masih dipertanyakan dan diperlukan lebih banyak telaah terhadap penelitian yang
ada.

Tantangan utama penggunaan pendekatan positive deviance untuk
pengembangan PLH adalah dalam menentukan norma yang digunakan sebagai
standar oleh kelompok yang menjadi referensi, menetapkan unit analisis
(masyarakat yang mana, ukuran unit contoh, dsb), serta bagaimana memperluas
perubahan perilaku dari individu menjadi tindakan kolektif, memperkenalkan

perilaku tersebut sebagai norma baru sehingga tidak lagi dipandang sebagai suatu
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penyimpangan. Tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk hal terakhir meliputi
(1) mengangkat isu perubahan perilaku tersebut dalam kancah politik dan
menegakkan aturan hukum, (20 melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh,
terutama tokoh agama, dan (3) mengembangkan kurikulum PLH yang bernafaskan
keagamaan. Paradoks dalam konsep positive deviance adalah bahwa konsep
tersebut digunakan untuk membangun suatu norma baru sehingga suatu perilaku
tidak lagi dinilai menyimpang dan kemudian bahkan dipandang mendukung norma

yang baru tersebut.
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